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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal

berikut ini :

1. Doktrin piercing the corporate veil ditransplantasi ke dalam sistem hukum
Perseroan Terbatas bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil
terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau
tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu
transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan
menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Dimana doktrin piercing the
corporate veil dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas dalam hal adanya
fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan serta
untuk melindungi pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham
yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk (tekwaadetrouw atau bad faith) memanfaatkan perseroan semata-
mata untuk kepentingan pribadi, Pemegang saham yang bersangkutan
terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan,
atau pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan

menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau PT.
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2. Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sampai batas-
batas tertentu mengakui berlakunya teori piercing the corporate veil ini.
Penerapan teori piercing the corporate veil ke dalam tindakan suatu
perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan
dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi
pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang
sahamnya. Bahkan, penerapan teori piercing the corporate veil dalam
pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada
organ perusahaan yang lain seperti Direksi atau Komisaris. Sebagaimana
dalam kasus kredit antara Bank Perkembangan Asia dengan PT. Djaya
Tunggal, Majelis Hakim telah tepat menggunakan doktrin piercing the
corporate veil sehingga dalam kasus ini Direksi dan Komisaris sebagai
pengawas perusahaan, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh
karena perbuatannya telah bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dan
juga bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan, yang tidak saja

merugikan perusahaan tetapi ikut merugikan pemegang saham lainnya.

B. Saran-saran
1. Disarankan agar Prinsip piercing the corporate veil ini lebih dipertegas
pengaturannya dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UUPT) yang baru , sehingga hakim dalam memutuskan suatu
perkara dapat melakukan penerobosan atas tanggung jawab terbatas direksi

yang sulit ditembus oleh pengadilan. Para hakim seharusnya lebih
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menambah pengetahuan dan keahlian dalam menangani kasus-kasus dalam
bidang hukum perusahaan, yang lebih banyak memakai asas-asas hukum
yang berasal dari Anglo Saxon System.

. Agar terhindar dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan
pengelolaan perseroan maka disarankan setiap perseroan di Indonesia untuk
menerapkan prinsip good corporate governance sebagai suatu pola
hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam organ perseroan
(RUPS, Direksi, Dewan Komisaris) guna memberikan nilai tambah kepada
pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholders, berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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